
BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR 23 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT 

Menimbang 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka 

diatur melalui Peraturan Bupati Lampung Utara 

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara; 

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Utara sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara 

Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Utara perlu ditinjau kembali; 

bahwa sehubungan dengan maksud hurufa dan huruf 

b diatas, maka dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Utara.



Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6957); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1237); 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah 
Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1590); 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1308); 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1997); 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884); 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat 
Daerah  Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440); 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); 

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1486); 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan 

dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1330);



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1498); 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat 

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1910); 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan 

Fungsi  Organisasi Perangkat Daerah Yang 

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1660); 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi 

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 10); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);



27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2018 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1849); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 

2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan 

Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita 

Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
970); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

202); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 283); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 885);



Menetapkan 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

-6- 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20232 Nomor 181); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54); 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1345); 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 

Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah 

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 

2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Nomor 125). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 

18 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2025 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:



Diantara Pasal 483 dan Pasal 484 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 483A 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 483A 

Sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 

2025, Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi 
berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18) dan Peraturan Bupati Lampung Utara 
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung 
Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya jabatan 
dan/atau pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 
14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung 
Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 

pada tanggal /6Jc/m 2025 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

4 
HAMARTONI IS 

Diundangkan di Kotabumi 

pada tanggal /édum 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

mWATEN LAMPUNG UTARA, 

BERITA DAERAIFKABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR R 3


